
GI.JBERNUR LAMPLTNG

PERATT'RAN GT'BERI{I'R LAMPUIYG
NOMOR z,q TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATT'RAI{ GT'BERTUR LAMPUI{G I{OMOR 7 TAHUN 2015
TEI{TANG PEDOMAN KODI ETIK PEGAWAI ICDGERI SIPIL DI LIIYGKT'NGAN

PEMERINTAII PROVIilSI LI\UPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAT{ YANG MAHA ESA

GI,IBERNI'R LAIUPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahwn 2OO4
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai
Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
l.ampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi La.mpung
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu merubah
Peraturan Gubernur dimaksud ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu merubah
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi la-mpung dan
menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keg'a
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O02 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2Ol9 (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Ztit+ Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O77 tentang
Man4jemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020
tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
l,ampung (l.embaran Daerah Provinsi l.ampung Tahun
2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

11. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 43 Tahun 2010
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubemur l,ampung
Nomor 44 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi La-mpung
Tahun 2015 Nomor 42);

12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
Serta Tata Ke{a Perangkat Daerah Provinsi t ampung
(Berita Daerah Provinsi Iampung Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAI{:

PERATTIRAIT GT'BERITT'R TENTANG PERUBAIIAN ATAS
PIRATT'RAN GT'BERITI'R I,AUPT'I{G ITOMOR 7 TAHUN
2015 TEI|TAI{G PEDOU,AN KODE ETIK PEGAWAI NDGERI
SIPTL DI LIITGKUTGAIT PEUERII{TAII PROVINSI LAMPI'NG.

Menetapkan
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur lampung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015), diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e 1 , huruf
e2 dan huruf e3 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
a. Dihapus
b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelalsanaan tugas maupun hidup

bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
c. Dihapus
d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional;
e. Meningkatkan citra dan kine{a PNS

e1. Menjaga martabat, kehormatan, dan citra PNS Pemerintah Daerah Provinsi
[,ampung;

e2. Memacu produktifitas PNS Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
e3. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan keqia, keluarga dan

masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1O

(1) Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung dibentuk Mqlelis Kode Etik Provinsi
Lampung.

(21 Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi
Lampung, terdiri atas:
a. I (satu) orang Ketua merangkap Anggota
b. I (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

(3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka
jumlahnya harus ganjil.

(4) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubemur

3. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, ditambahkan 1 (satu) BAB dan 1

(satu) pasal yaitu BAB VIIA dan Pasal 2lA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN LA]N-LAIN

Pasal 2lA
(1) Kepala Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah menetapkan

Kode Etik khusus Perangkat Daerah.

(21 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan
karakteristik masing-masing Perangkat Daerah
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - ll - 2021

GT'BERIIT'R LAilPUIYG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1l - 2O2l

SEKREf,ARIS DAERAH PROVITSI LAilPUI{G

ttd

FAHRIZAL DARIUINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 49

aslinya
HI'NT'U,

uH.
Uta.oa fuda

TIP. 965G)O519910310()4


